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unia kerja saat ini sedang diwarnai oleh disrupsi,
Ddi mana jenis industri yang berkembang sejak

revolusi industri berubah, baik dari segi teknologi
maupun bentuk relasi industrialnya. Perubahan dunia
kerja ini dipertajam dengan Pandemi Covid-19 yang
telah berlangsung lebih dari satu tahun. Pandemi,
misalnya, telah memaksa sebagian pekerja untuk bekerja
dari rumah, dengan membawa konsekuensi beban
kerja domestik yang semakin besar. Sementara itu,
pandemi juga menghantam berbagai sektor industri dan
menyebabkan hilangnya sejumlah lapangan kerja pada
sektor tertentu. Bagi perempuan, perubahan teknologi
dan krisis ini diperburuk oleh sistem ekonomi dan
patriarki yang masih menyubordinasi perempuan.

Revolusi industri 4.0 telah menciptakan jenis-jenis
pekerja barudan menyebabkan hilangnya jenis pekerjaan
lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan
pasar dan teknologi. Disrupsi membawa peluang bagi
mereka yang memiliki akses terhadap pengetahuan,
keterampilan, dan teknologi di bidang digital; namun
meninggalkan mereka yang tidak memiliki akses.
Fenomena digital gap adalah salah satu ketimpangan
yang dialami oleh banyak perempuan akibat posisi sosial
dan ekonomi yang timpang.

Sebagai pekerja, perempuan tidak hanya menghadapi
persoalan sebagai kelas atau kelompok pekerja, tetapi
juga menghadapi tantangan akibat identitas gendernya.
Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan pekerja
adalah efek langit-langit kaca (glass ceiling effect), yang
menghambat kemajuan karier perempuan dalam dunia
kerja. Pandangan bahwa dunia kerja yang berwatak
maskulin salah satunya muncul dalam anggapan bahwa
pekerja perempuan memiliki kemampuan lebih rendah
dibandingkan pekerja laki-laki. Pandangan semacam ini
dapat dilihat dari pemisahan antara bidang pekerjaan
bagi laki-laki dengan bidang pekerjaan bagi perempuan.
Maka profesi di bidang-bidang ilmu Sains-Teknologi-
Teknik-Matematika
Mathematics) diidentikan dengan laki-laki, sementara
profesi di bidang-bidang sosial, humaniora,
pendidikan, diidentikan dengan perempuan.

(Science-Technology-Engineering-

ilmu

Perspektif feminisme mengkritik pandangan dominan
yang memisahkan ekonomidengankerjadomestik. Dunia
kerja diidentikkan dengan maskulinitas, sementara kerja
domestik dianggap sebagai ranah feminin yang tidak
memiliki nilai ekonomi. Pemisahan yang bias gender ini

berakibat pada marginalisasi perempuan di dunia kerja,
termasuk di dalam serikat pekerja/serikat buruh.

Sejarah perkembangan sejarah serikat pekerja/
serikat buruh, memperlihatkan terjadinya pengabaian
terhadap keberadaan perempuan sebagai bagian
dari kelas pekerja. Pengabaian terhadap keberadaan
perempuan pekerja tidak dapat dilepaskan dari bentuk
awal perkembangan kapitalisme, di mana perempuan
ditempatkan dalam kerja reproduksi di dalam keluarga,
dan (bila dibutuhkan) sebagai angkatan kerja cadangan.
Namun konsep angkatan kerja cadangan ini patut
dipertanyakan ketika semakin banyak perempuan masuk
ke dalam dunia kerja.

Bertambahnya angkatan kerja perempuan kemudian
meningkatkan jumlah perempuan di dalam serikat
pekerja/serikat buruh. Namun, hal ini tidak secara
otomatis mendorong serikat pekerja/serikat buruh untuk
memberi perhatian terhadap ketimpangan gender yang
dihadapi oleh perempuan pekerja. Serikat pekerja/
serikat buruh pada mulanya cenderung memandang
kelas pekerja sebagai suatu kelompok sosial yang
homogen, yaitu merujuk pada laki-laki sebagai kelas
pekerja. Adalah Feminis Marxis dan Feminis Sosialis yang
kemudian mengungkapkan ketimpangan gender yang
berkelindan dengan persoalan kelas.

Gerakan perempuan pekerja, dengan strategi
pengorganisasi terpisah (separate organizing), berusaha
memperkuat struktur internal dan mendorong serikat
pekerja/serikat buruh untuk memasukkan agenda-
agenda keadilan gender sebagai bagian dari agenda
serikat. Di sinilah isu-isu perempuan pekerja, seperti
kesehatan reproduksi, diskriminasi upah, termasuk
kekerasan seksual, mulai mewarnai agenda serikat
pekerja/serikat buruh, baik di tingkat global, maupun di
Indonesia. Di tingkat global, persoalan pelecehan dan
kekerasan di dunia kerja telah diakui dengan diadopsinya
Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 tentang Pelecehan dan
Kekerasan. Sementara pada tingkat nasional, serikat
pekerja/serikat buruh pun turut serta memperjuangkan
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan
Seksual.

Partisipasi perempuan di dunia kerja membawa
peluang yang dapat memperkuat posisi perempuan di
dalam masyarakat. Namun, dunia kerja yang buta gender
(gender blind) justru dapat memperburuk ketimpangan
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gender yang ada. Dalam dunia kerja yang mengalami
perubahan dan krisis ini, feminisme terus berusaha
untuk mengambil sikap kritis terhadap dunia kerja yang
berwatak eksploitatif dan maskulin.

Bersama dengan terbitnya edisi “Perempuan Pekerja
diTengah Krisis dan Perubahan Teknologi’, Redaksi Jurnal
Perempuan pun mengumumkan bahwa mulai tahun

2021 ini, Jurnal Perempuan akan terbit tiga edisi dalam
setahun. Keputusan ini diambil oleh Redaksi dengan
tujuan untuk menyediakan rentang waktu yang lebih
panjang dalam meningkatkan kualitas Jurnal Perempuan
dan mendorong munculnya produksi pengetahuan
perempuan di Indonesia. Selamat membaca.

(Atnike Nova Sigiro)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Tendy Gunawan
Program Officer, International Labour Organization (ILO)
Country Office for Indonesia and Timor-Leste

Strategi Penghapusan Hambatan Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan

Strategy for Abolishing Barriers to Women Labor Force
Participation

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 1-16, 11 gambar, 2 tabel,
19 daftar pustaka

The female labor force participation rate has not moved from 50-55
persen in the last ten years, and this condition has been exacerbated
by the Covid-19 pandemic. This study looks at the various challenges
for women in entering the world of work, maintaining jobs and
building careers, and what strategies stakeholders can take to remove
various barriers to women’s labor force participation. The strategic
recommendations include affirmative actions and policies that could be
taken by policy makers and companies to remove barriers to women'’s
participation in the workforce. The study is based on literature reviews
of various studies and surveys conducted by the ILO in 2010-2020,
especially regarding women in the world of work.

Keywords: gender equality; women labor force participation; glass
ceiling effect

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak beranjak dari 50-
55 persen di sepuluh tahun terakhir, dan kondisi ini diperburuk dengan
adanya pandemi Covid-19. Kajian ini melihat berbagai tantangan
perempuan dalam memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan,
berkarier, dan menyoroti strategi apa saja yang dapat dilakukan
berbagai pemangku kepentingan untuk menghapus berbagai
hambatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Rekomendasi strategi
mencakup tindakan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah dan
perusahaan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan hambatan
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kajian dibuat berdasarkan
tinjauan pustaka dari berbagai studi dan survei yang dilakukan ILO di
tahun 2010-2020, khususnya mengenai perempuan di dunia kerja.

Kata Kunci: kesetaraan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan,
efek langit-langit kaca

Afwan Purwanto Muin, Marina Nasution, Widia Primastika
Aliansi Jurnalis Independen Jakarta

Minimnya Perhatian terhadap Kebutuhan Laktasi di
Perusahaan Media

The Lack of Attention to Lactation Needs in Media Companies

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 17-27, 31 daftar pustaka

The fulfillment of exclusive breastfeeding is important not only for
the babies and toddlers, but also for prevention of breast cancer to
mothers and/ or women. Although the government has developed
policies related to exclusive breastfeeding, the achievements are
still inadequate. One of the problems is the lack of support from the
workplace environment. This study focuses on the attention and
support of media companies to the lactation needs of breastfeeding
women journalists. This qualitative study uses the in-depth interview
method and literature study. The results of the study show that media
support for the lactation needs of female journalists is still very low. The

newsroom must have a special policy that fully supports the lactation
needs of journalists both at the office and outside the office. The study
also found that full support from the social work environment plays
a very important role in the success of a female journalist in giving
exclusive breastfeeding.

Keywords: women and journalism; feminism; access to lactation;
working women

Pemenuhan ASI eksklusif penting tidak hanya bagi bayi dan balita,
tetapi juga dapat mencegah kanker payudara pada ibu atau
perempuan. Meski pemerintah telah mengembangkan kebijakan
terkait pemberian ASI eksklusif, tetapi capaiannya masih belum
memadai. Salah satu penyebab, kurangnya dukungan dari lingkungan
tempat kerja. Penelitian ini berfokus pada perhatian dan dukungan
perusahaan media terhadap kebutuhan laktasi jurnalis perempuan
yang menyusui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur.
Hasil kajian menunjukkan dukungan perusahaan media terhadap
kebutuhan laktasi jurnalis perempuan masih sangat minim. Oleh sebab
itu, penelitian melihat bahwa sektor jurnalisme perlu memiliki kebijakan
khusus yang mendukung penuh kebutuhan laktasi jurnalisnya baik
ketika di kantor maupun di luar kantor. Kajian juga menemukan bahwa
dukungan penuh dari lingkungan sosial kerja amat berperan dalam
kesuksesan seorang jurnalis perempuan memberi ASI Eksklusif.

Kata kunci: perempuan dan jurnalisme; feminisme;
perempuan pekerja

menyusui;

Indrasari Tjandraningsih
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Parahyangan

Memikirkan Ulang Strategi Kesetaraan Gender
di Organisasi Serikat Pekerja

Rethinking Strategy for Gender Equality in Trade Unions

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 29-37, 21 daftar pustaka

The non-strategic role and position of women workers in trade union
organization, even in the women-dominated sector, is hardly changed
even though the number of women members of trade unions is
increasing. Various programs have been carried out to increase the
strategic role of women in trade union organizations but so far have
not shown significant results. Based on interviews with officers of
gender equality programs for trade unions, union leaders and women
and men members and literature studies this paper offers an idea of
the need for a non-exclusive approach and actively and proportionally
involving men in awareness-raising and gender equality programs for
trade unions. This idea is based on the fact that in trade unions gender-
related program is always left to or only involves women. The strategy
in the gender equality awareness and improvement program that only
involves women causes the program’s effectiveness to be low because
half of the causes of the problem is not involved.

Keywords: women worker; trade union; gender equality

Kedudukandan peran non-sentral dan non-strategis pekerjaperempuan
di organisasi serikat pekerja untuk sektor yang dominan perempuan
sekalipun, merupakan fenomena lama yang hampir tak berubah
meskipun jumlah pekerja perempuan yang menjadi anggota serikat
pekerja semakin bertambah. Berbagai program telah dilakukan untuk
meningkatkan peran strategis perempuan dalam organisasi serikat
pekerja tetapi praktis belum menunjukkan luaran yang berarti. Melalui
wawancara dengan pelaksana program kesetaraan gender untuk

Jwmal .
mpuan A1

P



Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021

serikat pekerja, aktivis ketua maupun anggota perempuan dan laki-laki,
studi literatur; tulisan ini menawarkan ide perlunya pendekatan yang
bersifat non-eksklusif dan secara aktif dan proporsional melibatkan laki-
laki dalam program-program peningkatan kesadaran dan kesetaraan
gender untuk serikat pekerja. Ide ini didasarkan pada fakta bahwa di
serikat pekerja program tersebut selalu diserahkan kepada atau hanya
melibatkan perempuan. Strategi dalam program penyadaran dan
peningkatan kesetaraan gender yang hanya melibatkan perempuan
menyebabkan efektivitas program rendah karena separuh penyebab
persoalan tidak dilibatkan.

Kata-kata kunci: buruh perempuan; serikat pekerja; kesetaraan gender

Dewayani D. Savitri' & Atnike Nova Sigiro?
Social Inclusion and Gender Specialist (ILO Excoll)' &
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Analyzing ‘Working from Home’ as ‘the New Normal’ for Working
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Working from home, when workers accomplish their duties and works
at home, have become an important phenomenon during the Covid-19
pandemic, that have been practiced for more than a year since the
Covid-19 outbreak. For working women, working from home have
combined two women’s duties in one place at the same time, those
are their responsibilities as workers, and their responsibilities at homes
- including care work, as the common gender role of women. This
article aims to explore whether working from home could become a
conducive mode of work for women and family’s welfare. What factors
do the policy makers need to consider, so that working from home
would not reproduce gender inequality against women. This article
was developed from literature studies on the analysis and policy
framework at the global level, and also several existing researches
about the challenges that have been faced by working women during
the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: teleworking; working women; Covid-19 pandemic; gender
and economy

Bekerja dari rumah (working from home), di mana para pekerja
melakukan tugas-tugas dan pekerjaan dari rumah, menjadi sebuah
fenomena penting di masa pandemi Covid-19, yang telah dipraktikkan
lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi. Bagi perempuan
pekerja, ‘bekerja dari rumah’ menggabungkan dua tugas perempuan
di tempat dan waktu yang bersamaan, yaitu tanggung jawab bekerja,
dan tanggung jawab rumah tangga - termasuk pengasuhan, yang
pada umumnya menjadi peran gender perempuan. Tulisan ini ingin
menelusuri apakah model ‘bekerja dari rumah’ dapat menjadi model
kerja yang kondusif bagi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Apa
faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian pembuat kebijakan,
agar ‘bekerja dari rumah’ tidak mereproduksi ketidakadilan gender
terhadap perempuan. Tulisan ini disusun melalui studi literatur
terhadap kerangka analisa dan kebijakan di tingkat global, serta
beberapa penelitian mengenai tantangan yang dihadapi perempuan
pekerja di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: kerja jarak jauh; perempuan pekerja; Pandemi Covid-19;
gender dan ekonomi.
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Pendekatan Afirmatif dalam Penguatan Akses Perempuan
terhadap Pelatihan Vokasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)

Affirmative Approach in Strengthening Women'’s Access to
the Information and Communication Technology’s
Vocational Training
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Despite growing of internet users and digitalizing economy as result
of Industry Revolution 4.0, Indonesia still experiences gender-based
digital divides, in which, women are left behind in the digital economy
and the growing information and communication technology (ICT)
sector. To address the issue, affirmative action in accessing skills
development programs and labor market are crucial. The aim of the
study is to observe whether current affirmative action for women, have
contributed in addressing the issue, and what other affirmative actions
and initiatives are necessary, if any. The paper uses mixed qualitative
and quantitative methods in which primary data are collected through
interview and online survey respectively; and secondary data are
collected through literature review. The study argues that affirmative
action alone would not be adequate to address gender inequality in
digital economy and ICT sector. This study concludes that an integrated
intervention between access to capacity building and women’s
participation is needed, to enable women to enter the digital economy
and the ICT sector.

Keywords: digital divide; digital economy; affirmative action; women
participation

Kendati terjadi peningkatan pertumbuhan pengguna internet dan
digitalisasi ekonomi sebagai produk Revolusi Industri 4.0, Indonesia
masih mengalami kesenjangan digital di mana kaum perempuan
tertinggal dalam ekonomi digital dan sektor teknologi informasi
dan komunikasi (TIK). Untuk menjawab persoalan ini, aksi afirmatif
untuk memastikan perempuan memperoleh akses terhadap program
pengembangan keterampilan dan dunia kerja menjadi hal yang
krusial. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji apakah kebijakan
afirmatif bagi perempuan yang saat ini sudah ada berkontribusi
dalam memecahkan persoalan kesenjangan digital dan aksi afirmatif
dan inisiatif tambahan apa yang diperlukan. Studi ini menggunakan
metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data primer
yaitu melalui survei dan wawancara; serta melakukan mengumpulkan
data sekunder melalui studi literatur. Studi ini menawarkan argumentasi
bahwa aksi afirmatif saja tidak memadai untuk menjawab persoalan
ketidaksetaraan gender dalam ekonomi digital dan sektor TIK. Studi
ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi yang terintegrasi
antara peningkatan akses terhadap pengembangan kapasitas dan
keterlibatan perempuan, agar perempuan dapat memasuki ekonomi
digital dan sektor TIK.

Kata kunci: Kesenjangan digital, ekonomi digital, aksi afirmatif,
partisipasi perempuan



Atnike Nova Sigiro
Jurnal Perempuan

Memajukan Agenda Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Dunia
Kerja di Indonesia

Advancing the Agenda of the Confederation of Trade Unions
on the Prevention of Sexual Violence in the World of Work
in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 63-77, 4 tabel, 23 daftar
pustaka

This article was formulated based on interviews with 5 (five) trade union
confederations from a number of confederations in Indonesia, namely:
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Sarikat
Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
and Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KKASBI).
This article seeks to explore the efforts made by the trade union
confederation in promoting gender equality - specifically in advancing
the agenda for the prevention and elimination of sexual violence
in the world of work. This article was compiled based on research
with a qualitative approach, with data collection methods through
interviews and literature studies. The results of this study found that the
confederations interviewed had already set up internal structures that
have specific functions on issues related to gender equality, gender-
based violence, and women’s empowerment; although still limited and
on ad-hoc basis. This research also finds that the role of the trade union

confederation is particularly prominent in advocating policies related to
sexual violence and gender-based violence in the world of work, such
as advocating the Bill on the Elimination of Sexual Violence, and the
ratification of the ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment.

Keywords: women and trade union; sexual violence at work; women
and the labor movement

Artikelini disusun berdasarkan wawancara terhadap 5 (lima) konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dari sejumlah konfederasi
yang ada di Indonesia, yaitu: Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI1), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KKASBI). Artikel ini berusaha menelusuri upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh konfederasi SP/SB tersebut dalam
mendorong kesetaraan gender - secara khusus dalam memajukan
agenda pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di dunia
kerja. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dengan pendekatan
kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan
studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konfederasi yang
diwawancarai telah memiliki struktur internal yang memiliki fungsi
khusus terkait isu-isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender,
maupun pemberdayaan perempuan; meskipun masih bersifat terbatas
dan ad-hoc. Penelitian ini juga menemukan peran konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh terutama menonjol dalam advokasi kebijakan
terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di dunia kerja,
seperti advokasi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan
ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan.

Kata kunci: perempuan dan serikat pekerja; kekerasan seksual di tempat
kerja; perempuan dan gerakan buruh
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Abstract

Despite growing of internet users and digitalizing economy as result of Industry Revolution 4.0, Indonesia still experiences gender-
based digital divides, in which, women are left behind in the digital economy and the growing information and communication
technology (ICT) sector. To address the issue, affirmative action in accessing skills development programs and labor market are crucial.
The aim of the study is to observe whether current affirmative action for women, have contributed in addressing the issue, and what
other affirmative actions and initiatives are necessary, if any. The paper uses mixed qualitative and quantitative methods in which
primary data are collected through interview and online survey respectively; and secondary data are collected through literature
review. The study argues that affirmative action alone would not be adequate to address gender inequality in digital economy and ICT
sector. This study concludes that an integrated intervention between access to capacity building and women'’s participation is needed,
to enable women to enter the digital economy and the ICT sector.

Keywords: digital divide; digital economy; affirmative action; women participation

Abstrak

Kendati terjadi peningkatan pertumbuhan pengguna internet dan digitalisasi ekonomi sebagai produk Revolusi Industri 4.0, Indonesia
masih mengalami kesenjangan digital di mana kaum perempuan tertinggal dalam ekonomi digital dan sektor teknologi informasi
dan komunikasi (TIK). Untuk menjawab persoalan ini, aksi afirmatif untuk memastikan perempuan memperoleh akses terhadap
program pengembangan keterampilan dan dunia kerja menjadi hal yang krusial. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji apakah
kebijakan afirmatif bagi perempuan yang saat ini sudah dijalankan dan berkontribusi dalam memecahkan persoalan kesenjangan
digital dan aksi afirmatif dan inisiatif tambahan apa yang diperlukan. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk
mengumpulkan data primer yaitu melalui survei dan wawancara; serta data sekunder melalui studi literatur. Studi ini menawarkan
argumentasi bahwa aksi afirmatif saja tidak memadai untuk menjawab persoalan ketidaksetaraan gender dalam ekonomi digital dan
sektor TIK. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi yang terintegrasi antara peningkatan akses terhadap pengembangan
kapasitas dan keterlibatan perempuan, agar perempuan dapat memasuki ekonomi digital dan sektor TIK.

Kata kunci: Kesenjangan digital, ekonomi digital, aksi afirmatif, partisipasi perempuan
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Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan
ekonomi digital (gig economy) merupakan sektor
lapangan kerja yang berkembang pesat dan menjadi
sektor utama pasca Revolusi Industri 4.0. Situasi sektor
ini berbeda dengan lapangan kerja di sektor industri
berbasis padat karya yang mengalami penurunan,
bahkan penutupan akibat digitalisasi. Sektor industri TIK,
memiliki peluang besar dalam menciptakan lapangan
kerja baru di masa depan. Pertumbuhan ekonomi dan

kontribusi sektor ini terhadap PDB (Produk Domestik
Bruto) kian meningkat selama pandemi COVID-19.
Kontribusi sektor TIK terhadap total PDB di Indonesia
adalah 7,2 persen (2016) meningkat menjadi 9,5 persen
pertahun antara 2014 dan 2017. Saat ini, kontribusi
sektor TIK lebih besar dibandingkan dengan sektor
ekonomi lainnya di tingkat nasional. (ILO 2019). Lebih
jauh lagi, peningkatan kontribusi sektor TIK terhadap PDB
ditengarai akan berlanjut pasca wabah COVID-19 atau di
era kenormalan baru (new normal), yang mengharuskan
penerapan jarak sosial (social distancing).
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Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia
(APJII), pada tahun 2020 peneterasi internet di Indonesia
sudah mencapai 73,7 persen atau 196.7 juta pengguna.
Angka ini meningkat 23.5 juta, atau meningkat sebanyak
8,9 persen, dibandingkan dengan angka pada tahun
2018. Penetrasi penggunaan internet terbanyak masih
berada di pulau Jawa, dan tidak terdistribusi secara
merata di seluruh daerah Indonesia.

Angka statistik pengunaan internet di Indonesia
ini, mengkonfirmasi adanya ketimpangan digital antar
daerah. Sampai tahun 2020, 56,4 persen pengguna
internet berdomisili di Jawa. Diikuti oleh 22.1 persen
berada di Sumatera, 7,0 persen di Sulawesi, 6,3 persen
di Kalimantan, 5,2 persen di Pulau Bali and Nusa
Tenggara Timur (NTT), serta 3,0 persen di Maluku dan
Papua. (APJIl, 2020). Sementara di kawasan regional
ASEAN, Dalam sambutan pembukaan virtual Pameran
Dagang Hanover Messe, 12 April 2021, Presiden Jokowi
menyebutkan. Indonesia merupakan salah satu negara
dengan perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0
yang tercepat di Asia Tenggara (Bisnis Indonesia 2021).
Industri 4.0 diperkirakan akan memberikan kontribusi
pada PDB Indonesia sebanyak 133 miliar dollar AS pada
2025. Sektor TIK di Indonesia mempekerjakan 998.000
pekerja. (ILO 2019).

Meskipun perkembangan ekonomi digital dan
industri 4.0 berpotensi memberikan kontribusi terhadap
PDB nasional dan penciptaan lapangan kerja di masa
depan, namun digitalisasi juga memiliki dampak negatif
dan berpotensi menghilangkan sejumlah pekerjaan.
Kehilangan pekerjaan akibat digitalisasi diprediksi
akan membawa dampak terhadap 30 persen lapangan
pekerjaan saat ini (ILO 2020). Strategi untuk memitigasi
dampak digitalisasi atas pekerjaan yang hilang,
dan upaya untuk merespons permintaan atas jenis
keterampilan baru yang sesuai dengan tuntutan industri
4.0, memerlukan intervensi pelatihan keahlian baru
(reskilling) dan pelatihan tingkat keterampilan yang lebih
tinggi (upskilling).

Setidaknya ada dua skenario kerentanan akibat
digitalisasi ekonomi atau pertumbuhan sektor TIK
terhadap kaum perempuan. Pertama, digitalisasi Ekonomi
memberikan kerentanan baru bagi kaum perempuan
untuk “dikorbankan’, manakala terjadi pemutusan
hubungan kerja (layoff) akibat adanya otomatisasi atau
mekanisasi pekerjaan. Di sisi lain, munculnya lapangan
kerja baru akibat kemajuan ekonomi digital, tidak serta-
merta memberi peluang pekerjaan bagi perempuan. Hal
ini terjadi akibat masih rendahnya partisipasi perempuan
dalam pendidikan dan pelatihan digital, serta partisipasi
perempuan dalam pasar kerja di sektor TIK. Angka

statistik partisipasi perempuan dalam sektor TIK dan
ekonomi digital di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,
masih menunjukkan angka yang relatif sangat kecil.
Laporan ILO mengindikasikan keterlibatan perempuan
dalam industri TIK masih berada dikisaran angka 26
persen (ILO 2021).

Dalam kerangka regulasi, Indonesia telah mengadopsi
sejumlah standar internasional terkait dengan anti-
diskriminasi, termasuk ratifikasi Konvensi ILO No. 100
(1951) tentang Kesetaraan Upah bagi Laki-laki dan
Perempuan pada tahun 1957, dan Konvensi ILO No. 111
(1958) tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
pada tahun 1999. Namun praktek diskriminasi terhadap
perempuan di dunia kerja masih kerap terjadi. Laporan
ILO mengindikasikan masih terjadinya perlakuan dan
penerapan kondisi kerjayang berbeda antara perempuan
dan laki-laki (ILO 2019).

Dalam beberapa kasus perempuan cenderung
terpinggirkan. Apabila terjadi pengurangan tenaga
kerja masal (mass layoff) misalnya, pekerja perempuan
cenderung mengalami pemutusan hubungan kerja
lebih dahulu, dibandingkan dengan pekerja laki-laki.
Ketimpangan gender ini berlanjut di era industri 4.0.
Sebuah penelitian ILO terkait dengan kondisi perempuan
di sektor industri TIK , menyebutkan bahwa perempuan
masih mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki,
meski mengerjakan pekerjaan yang sama. Penelitian di
dua negara Indonesia dan Thailand untuk Industri TIK,
menunjukan bahwa pendapatan rata-rata perempuan
di kedua negara tersebut lebih rendah dari rata-rata
pendapatan laki-laki di industri yang sama (ILO 2019).

Sebelum era Industri 4.0 kaum perempuan Indonesia
sudah mengalami ketidaksetaraan gender dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja.
Beberapa kajian gender di Indonesia mengkonfirmasi
salah satunya diakibatkan oleh keterbatasan akses
perempuan atas pendidikan, pelatihan dan pekerjaan
(Wahyuningtyas, N & Adi, KR 2016). Ketimpangan ini
terus berlanjut dalam ekonomi digital di Indonesia.
Ketidaksetaraan gender muncul dalam hal akses
perempuan terhadap internet dan literasi digital yang
lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (VOA 2021;
Kumparan 2021). Argumen ini sejalan dengan temuan
Plan International (2020) yang mengkonfirmasi bahwa
kesenjangan digital di negara berkembang masih
dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Hal yang
salah satunya disebabkan oleh stereotip bahwa laki-laki
lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi. Selain itu,
dalam banyak kasus perempuan tidak memiliki sumber
daya yang memadai untuk mengakses teknologi (Plan
International 2020).
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Secara umum keterwakilan perempuan di studi
terkait dengan llmu Pengetahuan, Teknologi, Rekayasa
dan Matematika atau STEM (Science Technology
Engineering and Mathematics) masih rendah. Survei
ILO pada tahun 2015 menyebutkan hanya 8 persen
perempuan menempuh pendidikan di universitas atau
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bidang TIK jika
dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 25 persen
(ILO 2019). Profil Perempuan Indonesia 2020 dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(KPPA) menyebutkan hanya 30 persen perempuan di
Indonesia yang belajar di bidang TIK dan STEM. Di dunia
kerja, persentasenya lebih kecil lagi, di mana hanya 20
persen perempuan bekerja di bidang TIK dan STEM
(KPPA 2021).

PandemiCOVID-19telah mengakselerasipenggunaan
dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Di
saat yang bersamaan wabah ini mengungkapkan adanya
kesenjangan digital. Penerapan kebijakan penjarakan
sosial (social distancing), sekolah daring dan kerja dari
rumah (work from home), telah mendorong penggunaan
teknologi baik untuk keperluan rumah tangga,
pendidikan, maupun kegiatan ekonomi. Mereka yang
sejak awal memiliki keterbatasan akses dan literasi digital,
cenderung semakin tertinggal dalam menjalankan
kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

Melihat kesenjangan literasi digital yang tinggi, dan
memiliki keterbatasan akses atas pelatihan dan pasar
kerja di sektor TIK yang dialami oleh perempuan di
Indonesia, maka artikel ini ingin mengidentifikasi apakah
ada kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan
perempuan dalam pelatihan dan pasar kerja sektor
TIK. Selain itu, artikel ini ingin menyelidiki kebijakan
afirmatif atau intervensi lainnya yang diperlukan untuk
mengurangi kesenjangan digital yang dialami oleh kaum
perempuan.

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, sebuah
penelitian dilakukan dengan metode survei, dengan
mengambil data dari 125 sampel responden pada bulan
Maret dan April 2021. Sampel tersebut diambil dari
peserta pelatihan proyek Womenin STEMyang melibatkan
600 peserta, yang pola perekrutannya dilakukan secara
terstruktur diambil dari 34 provinsi di Indonesia. Proyek
Women in STEM adalah salah satu proyek ILO di Indonesia
yang didisain untuk mendorong keterlibatan perempuan
dalam bidang pekerjaan yang terkait dengan Science
Technology Engenering and Math (STEM). Proyek Women
in STEM bertujuan untuk membangun kesadaran dan
membangun kapasitas perempuan di sektor TIK, yang
masih memiliki tingkat partisipasi perempuan yang
relatif masih rendah.

Pendekatan Afirmatif dalam Penguatan Akses Perempuan terhadap
Pelatihan Vokasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Affirmative Approach in Strengthening Women'’s Access to the Information
and Communication Technology’s Vocational Training

Penelitian dilakukan melalui metode survei dengan
pengambilan data dilakukan secara kuantitatif melalui
kuesioner yang disebarkan secara daring melalui
WhatsApp Group peserta pelatihan daring Proyek Women
in STEM. Selain itu penelitian ini juga mewawancarai
beberapa peserta pelatihan dan perempuan pelaku
industri sektor TIK. Kuesioner dan wawancara yang
disebarkan mencakup beberapa pertanyaan kunci
sebagai berikut: Apakah kebijakan afirmatif dalam
pandangan perempuan telah ada dan tersedia untuk
lebih besar bagi
perempuan terlibat dalam Pelatihan dan Pekerjaan di
sektor TIK? Apakah diperlukan kebijakan dan intervensi
lainnya, untuk mendorong dan memastikan perempuan
memiliki akses terhadap pelatihan dan pekerjaan di
sektor TIK? Apa yang menjadi prioritas dan opsi kebijakan
dan intervensi yang perlu diambil untuk mengurangi
ketimpangan digital yang dialami oleh perempuan?.

mejawab persoalan akses yang

Potret Umum Kesenjangan Digital di Indonesia

Konsep ketidaksetaraan digital didefinisikan sebagai
ketidaksetaraan terkait dengan akses dan utilisasi/
penggunaan teknologi
Definisi lain menjelaskan kesenjangan digital sebagai
sebuah pemisahan antara orang yang memiliki akses
dan menggunakan media digital and mereka yang tidak
memiliki akses dan menggunakannya. “A divisién between
people who have access and use of digital media and those
who do not.” (Van Dijk 2020).

informasi dan komunikasi.

TIK  merupakan sektor yang sangat
perkembangannya. pertumbuhan
TIK terutama dipicu oleh Revolusi Industri 4.0. yang
dimotori oleh perkembangan e-commerce dan fintech
yang diprediksi memiliki nilai hingga USD 65 trillion pada
2022. Pertumbuhan ini membuka peluang pekerjaan
bagi siapa saja, perempuan dan laki-laki (ILO 2020).
Namun, pada kenyataan masih sedikit perempuan yang
terlibat belajar di pusat-pusat pelatihan keterampilan
digital dan bekerja di perusahaan-perushaan sektor TIK
dan ekonomi digital.

pesat

Akselerasi sektor

Kondisi objektif terkait dengan minimnya keterlibatan
perempuan belajar dan bekerja di Sektor TIK dan ekonomi
digital yang mendorong penelitian ini dilakukan. Studi ini
ingin mengidentifikasikan apakah kebijakan afirmatif ada
dan diperlukan, serta menemukan faktor-faktor apa saja
yang dapat mendorong pentingnya kebijakan afirmatif
dan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk memastikan
akses yang lebih besar bagi perempuan atas pelatihan
digital dan pekerjaan di sektor TIK yang didominasi oleh
teknologi.
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Teknologi itu sering diasumsikan sebagai sesuatu
yang “bebas-gender”. Namun dalam praktiknya, persepsi
masyarakat di tingkat yang paling elementer, seperti
lingkungan keluarga, banyak memberikan kontribusi
bagi pembentukan persepsi terkait dunia TIK dan digital
sebagai dunia laki-laki. Lebih lanjut lagi, beberapa
kajian dan literatur terkait dengan kesenjangan digital
menemukan bahwa penyebab kesenjangan digital di
Indonesia dipicu oleh disparitas sosial dan ekonomi.
Maka perempuan cenderung memiliki akses yang
lebih kecil dan keterampilan digital yang lebih rendah
dibandingkan dengan laki-laki, akibat keterbatasan
mobilitas, tingkat pendidikan, waktu, ekonomi dan
budaya patriaki (Wahyuningtyas, N & Adi, KR 2016).
Kondisi ini sejalan dengan temuan ketidakseimbangan
gender (genderimbalance) di sektor TIK dan sektor lainnya
akibat pengecualian/ minimnya keterlibatan perempuan
di pasar kerja digital (Kamberidou 2020).

Menurut OECD, ekonomi digital menggabungkan
yang bergantung pada
penggunaan input digital, termasuk teknologi digital,
infrastruktur digital, serta data dan layanan digital (OECD
2020). Ekonomi digital mengacu pada produsen dan
konsumen, termasuk pemerintah, yang memanfaatkan
input digital dalam kegiatan ekonomi mereka (OECD
2020). Dengan kata lain, ekonomi digital bukan hanya
mengenai e-commerce, namun tentang pemanfaatan
teknologi komputasi digital. Banyak keahlian yang
memerlukan spesifikasi yang tinggi terkait dengan TIK
dan yang dibutuhkan untuk menjalankan ekonomi
digital.

semua aktivitas ekonomi

Saat ini keterlibatan perempuan dalam ekonomi
digital selain berjualan daring dalam e-commerce masih
sangat minim (OECD 2018). Agar dapat menjalankan
ekonomi digital tersebut maka diperlukan kebijakan
yang pro-perempuan untuk mendorong akses yang lebih
besar bagi perempuan atas pendidikan, pelatihan dan
pekerjaan di sektor TIK. Menurut laporan OECD, Bridging
the Digital Gender Divide (OECD 2018), perempuan
menghabiskan waktu 2.6 kali lebih banyak dibandingkan
laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan
mengurus keluarga. Artinya, waktu yang dimiliki oleh
kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan yang
berbayar, atau untuk meningkatkan kapasitas dirinya
lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Indonesia pun mengalami kemajuan pesat dalam
digitalisasi dunia kerja. Statistik menunjukan penetrasi
penggunaan
Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia
(Hanadian, Nurhayati & Woldff 2020). Era digitalisasi

internet, termasuk media sosial, di

dunia kerja, atau pekerjaan masa depan (future of work)
seharusnya dapat diakses oleh semua orang, namun
ternyata kelompok perempuan terutama di perdesaan
dan di negara berkembang, termasuk Indonesia, belum
mendapatkan manfaat dari kemajuan digital ini.

Partisipasi perempuan yang masih rendah di dunia TIK
dan ekonomi digital ketimbang laki-laki menyebabkan
potensi kerugian penerimaan negara (PDB) yang cukup
besar. Plan Indonesia dalam studinya menemukan
bahwa kerugian atas absennya perempuan dalam dunia
kerja berdampak terhadap kerugian pendapatan negara
(Plan Indonesia 2021).

Di Indonesia, kesenjangan digital berbasis gender
dikonfirmasioleh penelitian yang mengukur kesenjangan
digital di 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa keterbatasan akses
terhadap internet, termasuk akibat kendala infrastruktur,
merupakan penyebab kesenjangan digital yang dialami
oleh kaum perempuan (Ariyanti 2013). Dari sisi geografis,
hasil penelitian itu memperlihatkan fakta bahwa pulau
Jawa, khususnya DKI Jakarta, merupakan daerah dengan
kesenjangan digital paling rendah. Sementara Papua
adalah wilayah dengan kesenjangan digital yang paling
besar (Ariyanti 2013) Hal ini sejalan dengan temuan ILO
bahwa keberadaan industri TIK yang diindikasikan oleh
permintaan tenaga kerja terampil di Indonesia masih
berpusat di kota-kota besar, di pulau Jawa (Wiryasti,
Gunawan, Muhamad 2020).

Penelitian Proyek Women in STEM dari ILO yang
dilaksanakan di Indonesia menemukan hanya 28 persen
perempuan dari total angkatan kerja yang bekerja
di sektor TIK (ILO 2021). Profil Perempuan Indonesia
2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPA)
yang serupa, di mana hanya 30 persen perempuan
Indonesia yang belajar di bidang TIK dan STEM. Di
dunia kerja, persentasenya lebih kecil lagi, yaitu hanya
20 persen perempuan bekerja di bidang TIK dan STEM.
Hal ini mengkonfirmasi masih adanya disparitas dan

menemukan hal

ketimpangan gender dalam kepesertaan perempuan di
dunia pendidikan, pelatihan dan pekerjaan di sektor TIK
dan ekonomi digital.

Profil
bahwa perempuan masih tertinggal

Indonesia 2020 menemukan
dibandingkan
laki-laki. Perbandingan akses terhadap internet antara
perempuan dan laki-laki adalah 44.86 persen berbanding
50 persen (Kompas 2021). Kesenjangan digital juga

Perempuan

terjadi secara spasial, antara urban dan perdesaan,
serta antara perempuan dan laki-laki (KPPA 2021).
Ketimpangan akses penggunaan telepon seluler pun
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terjadi antara perempuan dan laki-laki. Di perkotaan
akses penggunaan telepon seluler perempuan adalah
77,36 persen, sementara laki-laki sebesar 83,36 persen.
Sementara di pedesaan, perempuan yang mengunakan
telepon seluler sebesar 65,81 persen sementara laki-
laki sebesar 73,56 persen. Dalam hal kepemilikan,
kepemilikan telepon seluler dipengaruhi faktor ekonomi,
di mana 58,25 persen perempuan yang memiliki telepon,
sedangkan laki-laki sebesar 68,68 persen.
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Data Demografis Responden

Artikel ini disusun berdasarkan pengumpulan
data melalui survei daring terhadap 125 responden
dengan mayoritas responden perempuan. Penulis juga
melakukan wawancara tambahan terhadap empat
responden, dua perempuan mewakili pencari kerja
dari sampel penelitian, dan dua lainnya tenaga ahli
perempuan di bidang TIK. Gambaran umum dari profil
responden dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di
bawah ini.

Tabel 1. Profil Responden Perempuan (N: 102)

Usia Pendidikan

15 sd. 20 tahun SMA/SMK/Setara

21 sd. 24 tahun D3

21 sd. 24 tahun D4/S1/Setara

21 sd. 24 tahun SMA/SMK/Setara

Di atas 24 tahun D3

Di atas 24 tahun D4/S1/Setara

Di atas 24 tahun SMA/SMK/Setara

TOTAL

Tabel 2. Profil Responden Laki-laki (N: 23)

Usia Pendidikan
15 sd. 20 tahun SMA/SMK/Setara
21 sd. 24 tahun SMA/SMK/Setara
21 sd. 24 tahun D4/S1/Setara
21 sd. 24 tahun Di atas S1
Di atas 24 tahun SMA/SMK/Setara

Di atas 24 tahun D3
Di atas 24 tahun D4/S1/Setara
TOTAL

Sebagian besar responden berusia antara 15-30
tahun, dengan jumlah terbesar responden berusia 15-
20 tahun. Latar belakang pendidikan responden adalah

Tidak Bekerja Bekerja
77 7
1 2
3 1
2 1
1
4 2
0 1
88 14
Tidak Bekerja Bekerja
8 1
2 0
1 0
1 0
3 1
1 0
5 0
21 2

mayoritas Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). Gambaran yang lebih detail
dapat dilihat pada diagram berikut di bawah ini.

Gambar 1. Komposisi Responden berdasarkan Gender dan Usia

Usia dan Gender Responden

0,
80% 67%

60%

40%

0,
20% %

0%
15 sd. 20 tahun

Laki-Laki

3%

21 sd. 24 tahun

8% 8% 6%
 —
Di atas 24 tahun

m Perempuan
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Karakteristik atau komposisi responden perempuan
yang disurvei berdasarkan cakupan usia, mayoritas
adalah responden berusia 15 sampai dengan 20 tahun
(67 persen), berusia 21 sampai dengan 24 tahun sebesar
8 persen, dan berusia di atas 24 tahun sebesar 6 persen.
Kelompok usia ini mewakili segmen usia terbesar dalam
kelompok usia muda yang mencari peluang pekerjaan/
pencari kerja, atau yang duduk di bangku sekolah
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah
Atas (SMA) yang memerlukan akses pelatihan untuk
masuk ke dunia kerja selepas pendidikan.

Data ILO menyebutkan bahwa dalam pasar kerja
TIK di Indonesia, separuh spesialis TIK (50 persen dari
total yang bekerja di sektor TIK), berpendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK). Sementaraitu, 15 persen pekerja sektor TIK berasal
dari lulusan tingkat pendidikan di bawah SMA/ SMK.
Sementara sisanya adalah lulusan program Diploma atau
Perguruan Tinggi (ILO 2019).

Proporsi responden berdarkan tingkat pendidikan
mereka dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

D3 = D4/S1/Setara

Tingkat pendidikan responden
(Persentase)

4%

= Di atas S1

13%
1%

e

= SMA/SMK/Setara

Gambar 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar
responden memiliki tingkat pendidikan setara SMA/
SMK (82 persen), tingkat pendidikan di atas S1 sebesar
13 persen, setara D3 sebesar 4 persen, dan responden
yang memiliki tingkat pendidikan setara D4/S1 sebesar 1
persen. Maka responden yang dicakup dalam penelitian
ini dapat dikatakan masuk dalam kelompok persentase

terbesar dari pekerja di Sektor TIK berdasarkan kelompok
pendidikan tingkat atas dan pendidikan menengah,
sebagaimana data ILO tersebut.

Pada saat survei dilakukan, sebagian besar responden
penelitian belum atau tidak bekerja, yaitu sebesar 88
persen. Hanya 12 persen responden yang sedang bekerja
saat survei dilakukan.

Gambar 3. Persentase Responden berdasarkan Status Kerja

Persentase Responden yang Bekerja dan
Tidak Bekerja

12%

= Tidak Bekerja

Bekerja
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Faktor yang Menyebabkan Kesenjangan Digital
pada Responden Perempuan

Laporan ILO “Future of Work in ICT” tahun 2020
menyebutkan adanya kelangkaan keterampilan (skills
shortage/ gap) di bidang TIK di beberapa negara seperti
India, Indonesia dan Thailand (ILO 2020). Laporan
tersebut menyebutkan bahwa perempuan hanya mengisi
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sepertiga dari tenaga kerja di sektor TIK. Penelitian
ini mencoba mengidentifikasi hambatan-hambatan
berbasis gender yang menyebabkan kesenjangan (digital
divide) yang dialami perempuan, baik dalam mengakses
internet dalam memeroleh pendidikan,
pelatihan dan pekerjaan di sektor TIK dan ekonomi
digital.

maupun

Gambar 4. Hambatan Dalam Mengakses Internet (Dalam Angka)

Persoalan yang Dihadapi Dalam Akses Internet
berdasarkan Gender

Tidak memiliki kesempatan waktu yang
banyak dalam mengakses internet

Tidak memiliki jaringan internet

Kendala biaya untuk mengakses internet

Kendala biaya untuk
mengakses internet
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jaringan internet
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Gambar 5: Hambatan Dalam Mengakses Internet (Persentase)

Persoalan Dalam Akses Internet

Tidak memiliki kesempatan waktu yang

banyak dalam mengakses internet [ EGTD
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Kendala biaya
untuk mengakses
internet

W Persentase 42%

Tidak ada masalah

35%
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kesempatan waktu
yang banyak dalam
mengakses internet
16% 6%

Tidak memiliki
jaringan internet
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Gambar 4 dan 5 menggambarkan jawaban responden
(perempuan 76 persen, dan laki-laki 24 persen) atas
pertanyaan hambatan apa saja yang dihadapi terkait
dengan akses internet sebagai pintu masuk bagi
pelatihan digital, 45 persen responden menyebut
kendala biaya. Persoalan lainnya adalah hambatan
terkait dengan infrastruktur atau ketidaktersediaan akses
terhadap jaringan internet (16 persen) dan keleluasan
waktu (6 persen). Kendati demikan, 35 persen responden
perempuan mengaku tidak memiliki persoalan dalam
mengakses internet.

Hambatan terbesar untuk mengakses internet akibat
kendala biaya, memperkuat argumen bahwa kebijakan

dan aksi afirmatif dengan memberikan alokasi kuota
perempuan, perlu menargetkan kelompok perempuan
pencari kerja dan mereka dari kelompok perpendapatan
rendah di perdesaan. Selain kebijakan pemerintah untuk
membangun jaringan koneksi dan akses internet di
perdesaan. Kebijakan dan intervensi ini perlu dilengkapi
dengan pemberian insentif secara tunai, yang dapat
digunakan oleh perempuan untuk membayar biaya
koneksi internet atau membeli paket internet untuk
mengakses program pelatihan vokasi daring yang
akan diambil. Sementara keterbatasan waktu yang
dialami oleh perempuan dalam mengkases internet,
secara tidak langsung akibat peran ganda perempuan
menjalankankan peran-peran domestik.

Gambar 6. Permasalahan yang dihadapi perempuan untuk bekerja di sektor TIK

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN UNTUK
BEKERJA DI SEKTOR TEKNOLOGI INFORMASI DIGITAL

Pendidikan yang rendah dan tidak memadai

Tidak memiliki pendidikan berlatar belakang
teknologi informasi digital

Kepercayaan diri yang rendah dari perempuan

Pandangan bahwa dunia digital bukanlah
untuk kaum perempuan

Semua jawaban

0%

Penelitian ini mencoba melihat pula, persepsi
responden keseluruhan responden, baik perempuan
(76 persen) maupun laki-laki (24 persen) tentang
permasalahan yang dihadapi perempuan untuk bekerja
di sektor TIK. Menjawab pertanyaan apa sajakah
permasalahan yang dihadapi perempuan untuk bekerja
di sektorTIK. Responden menjawab, ada empat persoalan
utama yang dihadapi kaum perempuan sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 6. Persoalan pertama adalah
stereotip (stereotype), bahwa dunia digital bukanlah
bidang kerja bagi perempuan (25 persen). Kedua, faktor
subjektivitas perempuan menjadi permasalahan lain
yang menghambat, adalah kepercayaan diri yang rendah
para perempuan itu sendiri (18 persen). Ketiga, tidak
dimilikinya latar belakang pendidikan TIK , sebesar 11
persen. Faktor terakhir yaitu tingkat pendidikan yang
secara umum rendah dan tidak memadai, sebesar 4
persen.

Hambatan yang dihadapi perempuan untuk bekerja
di sektor TIK dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
hambatan akses terhadap pendidikan, pengetahuan,

. 4%

42%

15% 20%

5% 10% 25% 30% 35% 40% 45%

dan keterampilan TIK; serta stereotip dan/ atau bias
gender terhadap bidang TIK sebagai bidang kerja laki-
laki, dimana perempuan cenderung dianggap dan
menganggap dirinya tidak mampu bekerja di sektor ini.

Hampir separuh responden, vyaitu 42 persen,
menyatakan bahwa semua permasalahan di atas
merupakan dihadapi oleh perempuan jika ingin

memasuki sektor industri TIK. Hal ini memberikan
indikasi yang kuat, bahwa responden menganggap
bahwa perempuan menghadapi hambatan berlapis,
untuk memasuki dunia kerja TIK.

Upaya Mengatasi
Perempuan

Ketimpangan Digital

Penguatan akses perempuan terhadap pendidikan
dan pelatihan TIK, serta pembangunan kesadaran
akan kesetaraan kesempatan kerja bagi laki-laki dan
perempuan di sektor TIK, diperlukan untuk mengatasi
hambatan-hambatan untuk bekerja di sektor TIK. Namun
intervensi ini perlu memperhatikan situasi ketimpangan
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genderyangdihadapioleh perempuan.Gambar 7 berikut
merepresentasikan jawaban responden atas pertanyaan
survei tentang kebijakan afirmatif yang diperlukan oleh
perempuan untuk mengatasi ketimpangan digital.

Pendekatan Afirmatif dalam Penguatan Akses Perempuan terhadap
Pelatihan Vokasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Affirmative Approach in Strengthening Women'’s Access to the Information
and Communication Technology’s Vocational Training

Jawaban responden pada Gambar 7 memperlihatkan
pandangan responden mengenai perlunya tindakan
afirmatif dalam upaya memperkuat akses perempuan
terhadap pengembangan keterampilan digital.

Gambar 7. Perlunya Kebijakan Afirmatif untuk Perempuan dalam Pengembangan Keterampilan

Perlunya kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam
pengembangan keterampilan

MYa Tidak

Penelitian ini menemukan bahwa 65 persen
responden menyatakan perlunya kebijakan afirmatif
untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam
pendidikan dan pelatihan keterampilan digital.
Kebijakan afirmatif seringkali tidak mencapai sasaran
yang diinginkan. Sebagai contoh adalah aksi afirmatif
di bidang politik. Kuota 30 persen kandidat anggota
legislatif perempuan di parlemen sampai saat ini baru
mencapai 20,52 persen, yaitu 118 perempuan dari 575
jumlah keseluruhan anggota DPR (CNN 2020). Pada
tahun 2020, jumlah perempuan yang menempati posisi
Pemimpin Perusahaan atau Chief of Executive Officer
(CEO) di perusahaan di Indonesia baru mencapai 20
persen, dengan peningkatan hanya 1 poin persentase

dari 19 persen pada tahun sebelumnya (Kompas 2020).
Oleh sebab itu, kebijakan afirmatif bagi perempuan perlu
memperhatikan dimensi-dimensi lain, selain pemberian
kuota atau akses terhadap pelatihan.

Responden dalam penelitian ini mengkonfirmasi
kebijakan afirmatif lanjutan yang diperlukan untuk
mengatasi ketimpangan digital berbasis gender secara
efektif. Gambar 7 di memperlihatkan
bahwa mayoritas responden (83 persen) menyetujui
diperlukannya kebijakan dan tindakan afirmatif lanjutan
bagi perempuan untuk memastikan akses pelatihan
digital bagi perempuan dan menjawab persoalan
kesenjangan digital.

bawah ini

Gambar 8. Perlunya Tindak Lanjut terhadap Kebijakan Afirmatif yang Sudah Ada

Perlunya tindak lanjut kebijakan afirmatif
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Sementara itu, responden juga menyatakan
beberapa kebijakan afirmatif lanjutan dalam bidang TIK.

Bentuk-bentuk kebijakan afirmatif yang perlu dilakukan
sebagaimana dideskripsikan dalam Gambar 8.

Gambar 9. Pendekatan Afirmatif untuk Penguatan Akses Perempuan terhadap Pelatihan Digital

Kebijakan untuk Perempuan dalam Akses untuk
Pelatihan Digital

Menyiapkan kelas khusus keterampilan digital bagi perempuan

Memberikan insentif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam
pelatihan digital

Memberikan alokasi jumlah untuk perempuan ikut dalam
pelatihan keterampilan digital

Melibatkan fasilitator atau pelatih/ instruktur perempuan

0%

Gambar 9 memperlihatkan beberapa temuan.
Pertama, 35 persen responden berpendapat mengenai
perlunya kelas khusus pelatihan digital bagi perempuan.
Kedua, 31 persen responden berpendapat bahwa
perempuan perlu mendapatkan insentif untuk
berpartisipasi dalam pelatihan. Hal ini terkait dengan
keterbatasan sumber daya dan waktu perempuan
untuk berpartisipasi secara leluasa dalam pelatihan
karena peran domestiknya. Ketiga, 28 persen responden
melihat perlunya afirmasi terkait dengan alokasi
atau kuota jumlah bagi peserta perempuan di dalam
pelatihan digital. Keempat, aspek afirmasi lain yang
diperlukan adalah pelibatan pelatih/ instruktur atau
fasilitator perempuan di dalam pelatihan (5 persen). Hal
ini disampaikan juga dalam wawancara penelitian, di
mana peserta dan koordinator proyek yang menggelar
pelatihan bahwa
merasa lebih nyaman mengikuti pelatihan apabila

mengkonfirmasikan perempuan
terdapat instruktur atau fasilitator pelatihan yang juga
perempuan.

Wawancara dengan beberapa responden dilakukan
untuk memahami lebih mendalam kebijakan lanjutan
afirmatif seperti kelas khusus perempuan. Kebijakan
afirmatif kelas khusus bagi perempuan termasuk di

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

dalamnya adalah menyiapkan instruktur dan mentor
perempuan menjadi opsi kebijakan yang diharapkan.
Ketersediaan mentor dan instruktur perempuan dapat
menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi peserta
perempuan untuk menyampaikan pertanyaan dan
keluhan terkait dengan pelatihan yang dijalankannya.

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia
menyelenggarakan pelatihan vokasi terkait dengan
sektor TIK untuk para pencari kerja di Balai Besar Pusat
Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Pelatihan diberikan selama tiga bulan dan enam bulan
pemagangan (ILO 2019). Perekrutan peserta pelatihan
TIK terbuka untuk para pencari kerja perempuan dan

laki-laki, tanpa kebijakan afirmatif.

Kebijakan yang mendorong perempuan untuk
memperoleh akses yang lebih besar terhadap pelatihan
keterampilan di bidang digital, perlu ditindaklanjuti
kebijakan dan lanjutan untuk
memastikan perempuan dapat memperoleh tempat
dalam pasar kerja di sektor TIK dan ekonomi digital.
Gambar 10 di bawah menunjukkan tiga prioritas yang
perlu diambil menurut responden menjawab pertanyaan
tentang kebijakan dan intervensi lanjutan apa saja yang

melalui intervensi

diperlukan, untuk memastikan transisi yang mulus dari
pelatihan dan pendidikan menuju ke dunia kerja.
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Gambar 10. Kebijakan dan Intervensi Lanjutan Untuk Mendorong Perempuan berpartisipasi di Pasar Kerja sektor TIK

Kebijakan yang mendorong perempuan berpartisipasi di pasar
kerja sektor TIK

Kampanye di media terkait peran perempuan di dunia
digital

Pengenalan atas keterampilan digital bagi perempuan _

Dukungan kelompok-kelompok perempuan sebaya

sehingga dapat memotivasi perempuan untuk terlibat _

dalam dunia digital

Pengembangan keterampilan non-teknis (soft skill)
termasuk bagaimana berpikir secara kritis dan
membangun kepercayaan diri

Akses yang lebsh besar bag perempuan untuk
berparisipasi dalam pendidikan/ pelatihan digital

Penelitian menemukan bahwa responden
menyatakan prioritas pertama yang dibutuhkan
dalam menuju dunia kerja adalah pengembangan soft
skills (non-teknis) yaitu sebesar (28 persen). Soft Skills
yang dibutuhkan khususnya adalah terkait dengan
kemampuan berpikirkritisdan membangunkepercayaan
diri. Hal ini sejalan dengan temuan penilaian cepat ILO
mengenai permintaan keterampilan di sektor TIK, yang
mengidentifikasi bahwa industri, selain mensyaratkan
kemampuan teknis, juga menuntut keterampilan
non-teknis (soft skill) pada posisi-posisi pekerjaan di
perusahaannya (Wiryasti, Gunawan, Muhamad 2020).
Penilaian cepat ILO tersebut mengidentifikasi soft
skills yang dibutuhkan meliputi: kemampuan bekerja
dalam tim (33,72 persen), kemampuan komunikasi
(20,18 persen), kemauan belajar (12,39 persen) serta
kemampuan berpikir logis dan integritas/kejujuran
masing-masing (11,93 persen). Hal ini sejalan pula
dengan rekomendasi Bridging the Digital Gender Divide
(OECD 2018) bahwa menutup kesenjangan upah antara
perempuan dan laki-laki membutuhkan kebijakan yang
menguatkan perempuan agar memiliki kemampuan
organisasi diri, manajemen dan komunikasi yang lebih
baik.

Absennya kebijakan proaktif termasuk kebijakan
afirmatif akan memberikan kontribusi meningkatkan
ketidaksetaraan, baik karena perubahan teknologi,
ekonomi seperti akibat Pandemi
COVID-19 saat ini. Pekerja perempuan dan perempuan
muda dengan upah yang lebih rendah ditengarai
mengalami dampak yang lebih buruk yang akan semakin
memperparah ketimpangan gender yang sudah ada
(WEF 2020).

maupun resesi

10% 20% 30% 40%

Prioritas kedua yang dibutuhkan dalam rangka masuk
ke dunia kerja yang dipilih oleh responden adalah akses
yang lebih besar terhadap pendidikan teknik digital,
yaitu sebesar 26 persen. Menurut laporan OECD tahun
2018, pemberdayaan perempuan melalui pemberian
akses keterampilan teknik TIK yang tepat, akan dapat
meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya
akan mengurangi kesenjangan gaji/ upah.Terkait dengan
keterampilan teknis TIK yang dibutuhkan oleh industri,
penilaian cepat ILO menemukan bahwa keterampilan
yang saat ini dibutuhkan adalah: back-end development,
database management, front-end development, program
illustrator, dan mobile programming (Wiryasti et al.
2020). Terakhir, prioritas ketiga adalah dukungan dari
kelompok-kelompok perempuan dan juga laki-laki serta
lingkungan yang kondusif (21 persen).

Dari pandangan responden di atas maka dapat
dikatakan bahwa kebijakan afirmatif tambahan melalui
intervensilanjutan, diperlukan dalam mengorganisasikan
pendidikan dan pelatihan keterampilan digital bagi
perempuan. Hal ini diperlukan untuk mendorong
lebih banyak perempuan yang dapat berpartisipasi di
sektor kerja TIK. Maka setelah pelatihan, kebijakan dan
intervensi tambahan diperlukan untuk mendorong
transisi perempuan yang lebih efektif dari dunia
pendidikan dan pelatihan ke dunia kerja.

Selain memberikan alokasi kuota dan insentif bagi
perempuan untuk terlibat dalam pelatihan digital yang
disampaikan melalui luring (offline) dan daring (online),
intervensikebijakan dan kegiatanterkaitdenganadvokasi
dan peningkatan kesadaran juga perlu dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa faktor
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internalisasi budaya dan persepsi di lingkungan keluarga
menjadi hal yang krusial dan menentukan partisipasi
perempuan. Pelibatan mentor dan instruktur perempuan
dalam pelatihan dan dunia kerja, serta mendorong
adanya role model perempuan yang berhasil di sektor
industri TIK, dapat menjadi faktor yang memotivasi
perempuan untuk berpartisipasi di sektor TIK.

Penutup dan Kesimpulan

Ketimpangan digital
industri TIK merupakan akibat ketimpangan gender
dalam konteks yang lebih luas. Termasuk di dalamnya
adalah masih hidupnya stereotip tentang jenis pekerjaan
berdasarkan jenis kelamin, dan masih rendahnya akses
perempuan terhadap pendidikan, yang telah terjadi
sebelum hadirnya Revolusi Industri 4.0. Pandemi
COVID-19 memperlihatkan bagaimana sektor TIK
memberi peluang bagi yang memiliki keterampilan dan
akses di bidang ini, namun meninggalkan mereka yang
tidak memiliki keterampilan maupun akses, termasuk
perempuan.

berbasis gender di sektor

Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana
rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di pasar
kerja TIK disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan
perempuan secara umum dan keterbatasan akses
perempuan atas pelatihan teknologi digital. Aksi afirmatif
terhadap perempuan diperlukan untuk mengatasi
keterbatasan akses tersebut. Namun sayangnya kebijakan
afirmatif baik berupa akses terhadap pelatihan maupun
akses kerja ke sektor TIK masih terbatas, baik dari segi
jumlah maupun bentuknya.

Upaya menghapuskan kesenjangan digital (digital
divide) yang dialami perempuan tidak dapat dilakukan
tanpa ketimpangan gender
komprehensif. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa
kesenjangan digital yang dialami
perempuan disebabkan oleh hambatan akses terhadap
internet, yang terutama disebabkan oleh faktor biaya.
Sementara itu, secara umum responden perempuan
menghadapi hambatan akses pendidikan, pengetahuan
dan keterampilan TIK.

memahami secara

oleh responden

Dapat dipastikan bahwa kebijakan afirmatif
merupakan prasyarat untuk menghapuskan kesenjangan
digital berbasis gender. Kebijakan afirmatif dapat
dilakukan dalam bentuk akses terhadap pendidikan
atau pelatihan TIK. Namun, salah satu faktor yang perlu
dihadapi oleh responden perempuan adalah bias
gender bahwa TIK adalah bidang kerja laki-laki, dimana

perempuan cenderung dianggap dan menganggap

dirinya tidak memiliki kemampuan dan kapasitas
bekerja di sektor ini. Oleh sebab itu, kebijakan afirmatif
dengan kebijakan yang
mempertibangkan ketimpangan gender yang dihadapi
perempuan dalam kehidupan di dalam masyarakat.
Maka akses terhadap kegiatan keterampilan soft
skill, misalnya, akan bermanfaat bagi pembangunan
kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam
sektor TIK. Termasuk pemberdayaan perempuan melalui

ini perlu ditindaklanjuti

pembangunan kesadaran di tingkat komunitas dan
keluarga.
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